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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/ Kegiatan
dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA
berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun
sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (RENJA DPMPTSP) Kabupaten Lamongan Tahun 2026 merupakan
dokumen perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026
yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak
dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lamongan.
Program dan Kegiatan pada Renja 2026 ini mengacu pada Program dan
Kegiatan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Lamongan tahun terahir serta
mengevaluasi Program dan Kegiatan yang telah berjalan pada tahun
sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja 2026) disusun berdasarkan Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategi, dana
indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.
Melalui Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan
informasi tentang kejelasan dan manfaat program /kegiatan yang direncanakan
bagi pemerintah dan masyarakat.

Lamongan, Februari 2025

misina Utama Muda
NIP 19651021 198602 1 00

Renja DPM-PTSP 2025
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA
SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan
penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra)
SKPD sehingga penyusunan Renja SKPD berpedoman pada Renstra
SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA DPMPTSP
Kabupaten Lamongan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan
program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Lamongan,
mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
menjabarkan visi, misi, dan program SKPD seperi yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD dan sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. RENJA SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukkan
program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun
2025;

3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen  evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui capaian
kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)
sebagai wujud dari kinerja SKPD.
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1.2 Landasan Hukum
Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-UndangNomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49):

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonrsiaNomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Renja DPM-PTSP 2025
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
Dan RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
LamonganTahun ~ 2005-2026  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
LamonganTahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
LamonganTahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026:dan

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2021 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan;

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Lamongan Tahun 2025
dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi
pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan
program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2026.

eSS
Renja DPM-PTSP 2025
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1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Tahun 2026 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran

2026.

1.4.. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka
sistematika penyusunan RENJA DPMPTSP Kabupaten Lamongan Tahun

2026 meliputi:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini memuat :
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3  Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan

BAB Il HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN TAHUN LALU
(TAHUN 2024)

Bab ini memuat ;

2.1

Renja DPM-PTSP 2025

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten
Lamongan Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPMPTSP
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Kabupaten Lamongan Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
DPMPTSP Kabupaten Lamongan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB [l TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP KABUPATEN LAMONGAN
Bab ini memuat :

3.1  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPMPTSP
Kabupaten Lamongan tahun 2026

3.3 Program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten
Lamongan tahun 2026

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP KABUPATEN
LAMONGAN
BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggran tidak sesuai dengan kebutuhan

b. Kaidah - kaidah Pelaksanaan

g, Rencana Tindak Lanjut

Renja DPM-PTSP 2025
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BAB 11
HASIL EVALUASI DPMPTSP KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPMPTSP
Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan Capaian Renstra
DPMPTSP Kabupaten Lamongan.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan
perkiraan capaian tahun 2025 sebagaimana Tabel T-C.29

Renja DPM-PTSP 2025
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Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

R::rll;:ts' Incikator Kinerja Target Perkiraan Realisasi
Urusan/Bidang Indikator Target kinerja Target dan Realisa?i Kinerja program Program progi;;:::‘lk :aﬁ:ﬁ!}k?r;ga:n
Utusan Kinerja Capaian hasil dan keluaran kegiatan skpd tahun (outcomes) / argen' Ige:gstr g SKED d
— Pemerintahan Program Kinerja program lalu 2024 kegiatan SKIgE tahun 20255
Daerah dan (outcome)/Ke Renstra dan (output) 2025 | 1 2025 (tahun berjalan/n-1)
Program/Kegiata giatan SKPD Tahun | keluaran
n (output) 2021-2026 kegiatan Tingkat
ol tafwin ) Tingkat Realisasi "
2038 Target Realisasi Realisasi Capaian Car.;;an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) | 11=(10/4
)
Wajib
Penanaman
£ 15 Modal Daerah
Prosenta
Progra_m Unit K: rj:e Nilai IKM
Penunjang interial Internal
Urusan Dinas
2/ 18 | 01 Bamesiniah yang 100% 100% 100% 100% Perishafian 83,5% 83,5% 100%
terlayani
Daerah dengan Modal &
Kab/Kota baik PTSP
Perencanaan
dz.ln Eyaluasi ‘[‘;‘::Tlflan}:en 5 5 5 Jumlah 5 5
2,18 |01 | 2.01 Kinerja Pererioanaa | Dokiiisen Dokume | Dokume | 100% Dokumen Dokume | Dokume | 100%
Perangkat 3 n n Perencanaan | n n
Daerah
Penyusunan Jumlah
Jumlah 3 3 3 3 3
2( 18 | 011201 01 | dokumen Dokumen Dokumen Dokumen | Dokumen | 100% Lok Dokumen | Dokumen | 199%
t perencanaan Perencanaan

Renja DPM-PTSP 2025
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perangkat Perencanaa ]
[

daerah n
E;’na;‘ézs' Jumlah 5 § Jumlah ) .
g,
218 | 01| 201 |07 Perangkat Dokume_n 2 Laporan Laporan Laporan 100% Dokume_n Laporan | Laporan 100%
Evaluasi Evaluasi
Daerah
Jumlah
218 | 01 | 2.01 Administrasi | LSPOR0 | e : 4 100% i:;n‘:f:" 4 {—— 100%
’ Keuangan 8 » Laporan | Laporan ¢ Administrasi | Laporan = P ’
i Keuangan Keuangen
' Jumlah
Penyediaan orang yang e
gaji dan menerima yang
218 (01| 2.02 | 01 tunjangan gaji dan 27 Orang 27 Orang | 27 Orang | 100% menerima gaji | 27 Orang | 27 Orang | 100%
ASN tunjangan ;i;rhtun;angan
ASN
Jumlah Jumlah
laporan laporan
keuangan keuangan
Koordinasi dan | akhir tahun akhir tahun
penyusunan SKPD dan SKPD dan
laporan laporan hasil 1 1 " laporan hasil 1 1 :
2118 | 0120205 keuangan koordinasi 1 Laporan Laporan Laporan 100% koordinasi Laporan Laporan 100%
akhir tahun penyusunan penyusunan
SKPD laporan laporan
keuangan keuangan
akhir tahun akhir tahun
SKPD SKPD
Jumlah Jumlah
Laporan Laporan
Koordinasi dan | Keuangan Keuangan
penyusunan Bulanan/Tri Bulanan/Triwu
laporan wulan/Seme 14 14 lan/Semestera 14 14
2| 18 01 | 2.02 | 07 keuangan steran 14 Laporan 100% n SKPD dan 100%
bulanan/triwul | SKPD dan Laporan Laporan Laporan Laporan kRporn
an/semesteran | Laporan Koordinasi
SKPD Koordinasi Penyusunan
Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan

Renja DPM-PTSP 2025
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Keuangan Bulanan/Triwu
Bulanan/Tri lan/Semestera
wulan/Seme n SKPD
steran
SKPD
Jumlah Jumilah
Administrasi | administras 2 dmbniskiiel
Kepegawaian | i Administ Ii 2T e
2/ 18 | 01| 2.05 Perangkat kepegawaia asfmmls r - - - :r;:egawalan - - -
Daerah nyang ﬁ 9 hi
dipernuhi WpHTLEY
Jumlah
b pemenuhan Jumiah
engadaan pemenuhan
A i pengadaan
pakaian dinas akaian pengadaan
218 |01 |205] 02 beserta atribut g'nas 1 Paket - - - pakaian dinas | - - -
kelengkapann b:es aria beserta
ya kelengkapan i;glengkapann
nya
Jumlah
Pendidikan peseria Jumlah
pelatihan yang peserta yang
pegawai mengikuti mengikuti
2[18 | 011205109 |4 igsarkan | Pendidikan | 20 Orand g ¥ . Pendidikan | - : §
tugas dan dan dan pelatihan
fungsi pelatihan formal
formal
2 . Jumlah
G?nnt:mmms' Administra | 6 6 9 :\lt;?:'lli?l?strasi ¢ 8
218 |01 ] 2.05 Perangkat si Umum Administr Administ Adr_ninist 100% Umum yang Adrpinist Administ | 100%
Basrah yang asi rasi rasi dipenuhi rasi rasi
dipenuhi | | 1
Penyediaan
ii;}osrg?u;;en Jumlah alat Jumlah alat
2/ 18 | 01 | 2.06 | 01 listrik/peneran listrik daln 22 Paket 22 Paket | 22 Paket | 100% listrik dan 22 Paket | 22 Paket | 100%
gan bangunan elekironik elektronik
kantor =

Renja DPM-PTSP 2025
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Jumlah
Penyediaan peralatan Jmllah
2|18 | 01| 206 | 03 | peralatan rumah 6 Paket 6 Paket | 6 Paket | 100% Praf’ff‘“ 6 Paket | 6 Paket | 100%
rumah tangga | tangga yang il
dipenuhi yang dipenuhi
Jumlah
Penyediaan paket bahan gu?'ah Pa."‘:'l‘{
2( 18 | 01 | 2.06 | 04 | bahan logistik | logistik 4 Jenis 4 Jenis | 4Jenis | 100% k: f‘” logistik | 4 paket | 4 Paket | 100%
kantor kantor yang SroFyee
disediakan sadtnkan
Penyediaan g:?;ﬁ; Jumlah
218 |01 |206|05 |PA&Y | cetakandan | 3 Paket 5Paket | 5Paket | 100% | o | 3Paket | 3Paket | 100%
penggandaan Eenggandaa penggandaan
Penyediaan
bahan bacaan | Jumlah
2/ 18 |01 | 206 | 06 dan peraturan | bahan 8 8 g 100% dumiah bahan | & € 100%
perundang- bacaar Dokumen Dokumen | Dokumen bacaan Dokumen | Dokumen
undangan
Jumlah Jumlah
b [P Py |Eausflitas laporan 15 15 laporan 15 15
g unjungan fasilitasi 15 Laporan 100% fasilitasi 100%
Tamu kunjungan Laporan | Laporan kunjungan Laporan | Laporan
tamu tamu
Jumiah
laporan Jumiah
Penyelenggar penyelengg laporan
aan rapat y enyelenggar
2| 18 01 | 2.06 | 09 koordinasi dan aran rapat -'5Lap0ran S S 100% gamyrapatgg & 5 100%
A n . 0 1]
Lonsidtas l;:ﬁrdmam Laporan | Laporan foerckivasi Laporan | Laporan
SKPD p— dan konsultasi
SKPD SKPD
Pengadaan
Brang Milik
Daerah Jumiah J .
218 | 01| 207 Penunjang | Jenis 2 Jenis : - - umiali Jenis. | - -
Urusan Pengadaan Fengadean
Pemerintah
Daerah

Renja DPM-PTSP 2025
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Jumlah
Jumlah Paket
2|18 |01 |207 05 | endadaan 5:{':;‘ mebel | 4 Unit . : s Mebelyang | - . g
disediakan )| — B Disediakan
Jumlah unit Jumlah Unit
Penyediaan peralatan Peralatan dan
218 |01 | 207 | 06 peralatan dan | dan mesin 5 Unit - - - Mesin Lainnya | - - -
mesin lainnya | lainnya yang yang
disediakan Disediakan
Penyediaan Jumlah Jumlah jenis
Jasa jenis jasa jasa
2/ 18 | 01| 2.07 E?L‘::f"g ﬁf::a"f“g 3 Jenis 3Jenis | 3Jenis | 100% 5?3:;;“;; 3Jenis | 3Jenis | 100%
Pemerintahan | pemerintah pemerintah
Daerah daerah daerah
Jumlah
laporan Jumiah
Penyediaan penyediaan Laporan
2|18 |01 | 2.08 | 02 jkasa ikasi Ji::asa ikasi, | 4L 4 ; 100% S’enyediaan 3 4 100%
) omunikasi, omunikasi, aporan asa b
sumber daya SurAber Laporan Laporan Komunikasi, Laporan Laporan
air dan listrik daya air dan Sumber Daya
listrik yang Air dan Listrik
disediakan
Jumlah
s Jumlah
Penyediaan Penyedlaan Laporan
jasa peralatan Jpaeerl i 3 3 Penyediaan 3 3
2|18 |01 ]208|03 |dan 3 Laporan 100% Jasa 100%
perlengkapan d:plen o Laporan Laporan B aatatas diny Laporan Laporan
kantor ﬁkantgr P Perlengkapan
Kantor
yang
disediakan
Jumilah Jumlah
Penyediaan laporan LLaporan
jasa penyediaan 3 3 Penyediaan < 3
2i 18 | 0% | 208 | 04 pelayanan jasa 3 Lapotan Laporan | Laporan 100% Jasa Laporan | Laporan 100%
umum kantor pelayanan Pelayanan
umum Umum Kantor
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kantor yang yang

disediakan Disediakan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah ;‘;:_:‘:h Jenis
2/18 | 01| 2.08 Penunjang 9 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 100% Barang yang | 4 Jenis 4 Jenis 100%
Urusan z?nglihara dipelihara
Pemerintahan L
Daerah
. Jumlah
;zr;yedlan kendaraan .}J(um{ijah
: perorangan endaraan
E;r::hharaan, dinas atau Perorangan
4 kendaraan Dinas atau
pamistiframn dinas Kendaraan
2118 |01 |2.09| 01 dan pajak ; 15 Unit 15 Unit 15 Unit 100% ; 15 Unit 15 Unit 100%
bl jabatan Dinas Jabatan
yang yang
g_erorangan dipelihara Dipelihara dan
inas atau Di rik
kendaraan dgn |l?aya i
dinas jabatan dapayarkan Pajaknya
pajaknya
Penyediaan Jumlah
jasa kendaraan Jumlah
pemeliharaan, | dinas Kendaraan
biaya operasional Dinas
pemeliharaan, | lapangan Operasional
2|18 |01 |209 |02 pajak, dan yang 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100% yang 3 Unit 3 Unit 100%
perizinan dipelihara dipelihara dan
kendaraan dan dibayarkan
dinas dibayarkan Pajak dan
operasional pajak dan Perizinannya
atau lapangan | perizinannya
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan | peralatan peralatan dan
2118 | 01| 2.09 | 086 Peralatan dan | dan mesin 33 Unit 33 Unit 33 Unit 100% mesin lainnya | 33 Unit 33 Unit 100%
Mesin Lainnya | lainnya yang yang
dipelihara dipelihara
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Jumiah
Pemeliharaan/ | gedung
Rehabilitasi kantor dan JGlgEfnh art
2118 | 01209 |09 gedung kantor | bangunan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100% di elihagr;!Di?e 2 Unit 2 Unit 100%
dan bangunan | lainnya yang hs?bilitasi
lainnya dipelihara/di
rehabilitasi
Program
pengembang | Prosertase .
2| 18 02 an lklim nMinagt 65,2% 65,2% 85,2% 100% Minatg 65,7% 65,7% 100%
Penanaman " .
Modal Investasi Investasi
Penetapan
Pemberian
Fa\_smfa_sflnse Jumlah Jumlah
ntif Dibidang Fasili b
asilitas / Fasilitas /
2/ 18 |02 | 2.01 ;e'::at?a?:n Insentit 35% Insentif 35% 35% 100%
: M:n?ad!: 9 Penanaman ? - - . Penanaman ? . g
Kewenangan Modal yang M_oda_l yang
Daerah diberikan diberikan
Kabupaten
atau Kota
Penetapan Jumlah Jumlah
Kebijakan Peraturan Peraturan
Daerah Daerah/Prov Daerah/Provin
Mengenai insi dalam si dalam
Pemberian Pemberian 15 Pemberian 15 15 &
2118 10212010 Fasilitas/Insent | Fasilitas / Dokumen N " ) Fasilitas / Dokumen | Dokumen | 100%
if dan Insentif dan Insentif dan
Kemudahan Kemudahan Kemudahan
Penanaman Penanaman Penanaman
Modal Modal Modal
Pembuatan Jumlah
Peta Potensi | Data Untuk ﬂ':",::j':?,g;‘a
2/ 18 | 02 | 2.02 Investasi Peta 35% 35% 35% 100% Potensi 35% 35% 100%
Kabupaten/K | Potensi Ivsatani
ota Investasi
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‘ Jumlah Peta FE——
Penyediaan Potensi dan PUTa‘ e
Peta Potensi Potensi {n(:r;;tsa’tsi o
dan Peluang Investasi 1 1 1 1 1
L R R R Usaha yang di Dokumen Dokumen | Dokumen R Eeiu;ng Dokumen | Dokumen b
Kabupaten/Kot | kembangka SBIA
g A Kabupaten/Ko
ta
Prosentase P "
Program Promosi Pz::s?se
2 18 | 03 f,;‘:"::::nan ;‘i‘z‘;‘:’;‘:&‘ 80% 80% 80% 100% | Penanaman | 90% 90% 100%
Maodal dilaksanaka M.oda| yang
A dilaksanakan
Penyelenggar
aan Promosi ;::rlzren Jumlah
Penanaman arany 99 Penyelengga
Modal yang | Do) 2 2 ran Promosi | , 2
2| 18 : jadi [ i . ; 9 : y
o 1am x:\r:rj::;ngan Penanaman @ Hegiatan Kegiatan | Kegiatan 100% azr;ljaarraman Kegiatan | Kegiatan 1905
Daerah E:::I stiaii/ Kabupaten/K
Kabupaten/K P ota
Kota
ota
Jumlah el
Pelaksanaan | Dokumen D”T o
kegiatan hasil hos'r:}er] ¢
promosi kegiatan 4 4 4 p?orlnc:igla A 4 4
2|18 |03 | 2.01 |02 penanaman promosi Pemelihara Pemeliha | Pemeliha | 100% 100%
modal daerah | penanaman | an raan raan pendar:aman Rokimen | Dokomen
kabupaten/kot | modal i n
5 kabupaten/k kabupaten/kot
ota .
Jumlah Jumlah
Program Perizinan Perizinan
Pelayanan yang ; i 31.582 yang 3.860 3.860
Lue 1 Penanaman Diterbitkan H00% lein S En Izin 100% Diterbitkan lzin Izin hes
Modal dalam Satu dalam Satu
J._Tahun - - Tahun

Renja DPM-PTSP 2025

14



®

Non Perizinan
secara

RENIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pelayanan
Perizinan dan

Terpadu Satu | pamialt Jumiah
: enyelesai ;
::Et: & Rein Penyelesaian
ibidang ; . .| 31.582 Izin Melalui 2.653 2.853
2|18 | 04 | 2.01 T g;t;l:;n 2614 Izin 2614 lzin . 100% Sistem OSS 2l i 100%
Modlal yang Sistorm dan Sistem
Menjadi Daerah Daerah
Kewenangan
Daerah
Kabupaten/K
ota
';:T;:fuh Jumlah pelaku
usaha yang usaha yang
Penyediaan mendapatka mandapatican
Pelayanan n pelayanan peI.a){anan
Perizinan perizinan gi?ﬁ:;ir;
oy o I i‘i’;:fjha 5.000 5000 | 5.000 melalui 5000 | 5.000
2/ 18 | 04 | 2.01 | 06 Perizinan Sistern Pelaku Pelaku Pelaku 100% Sistem Pelaku Pelaku 100%
SEiikaka Besizirian Usaha Usaha Usaha Perizinan Usaha Usaha
RisikoTerinteg | Berusaha Berusaha
rasi secara Berbasis Berl?asm
Elektronik Resiko Resiko
Terintegrasi Terintegrasi
Secara Secara 5
Elektronik Elektronik
Jumlah Tersedianya
Penyediaan pelaku layanan
dan usaha yang konsultasi dan
Pengelolaan memperoleh terkelolanya
Layanan layanan 750 Pelaku 750 750 pengaduan 750 750
2118 |04 | 201 | 07 Konsultasi konsultasi Lishia Pelaku Pelaku 100% masyarakat Pelaku Pelaku 100%
Perizinan Berusaha Usaha Usaha terhadap Usaha Usaha
Berusaha melalui pelayanan
Berbasis Sistem terpadu
Risiko Perizinan perizinan dan
Berusaha

Renja DPM-PTSP 2025
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Berbasis
Resiko

Terintegrasi
Secara
Elektronik
Prosentase
Program Pengendali Erosent;s:f
Pengendalian | an i
2/ 18 | 05 Pelaksanaan | Perusahaan | 66,53% 66,53% 66,53% 100% gemsahaan 67,03% 67,03% | 100%
Penanaman yang
Modal berinvestas zan_g .
: erinvestasi
Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Pembinaan Petnbinaan
Modal yang Penanaman Bimne i
2|18 |05 | 2.01 Menjadi Modal 12 Bulan 12 Bulan | 12 Bulan | 100% Modal PMDN 12 Bulan | 12 Bulan | 100%
Kewenangan | PMDN dan dan PMA
Daerah PMA
Kabupaten/K
ota
Jumiah
Eenyelesala Jurmiah
Penyelesaian Raisaialah Penyelesaian
Permasalahan & dan Permasalahan
dan Hambatan Hambaian dan
yang dihadapi 75 75 75 Hi\ambatan 75 ¥
2018 | 051|201 | 04 Pelaku Usaha )E’JEieragd 4] Kegiatan Kegiatan | Kegiatan | 100% yang Dihadapi | Kegiatan | Kegiatan | 100%
dalam Pelakup Usaha Usaha Usaha Pelaku Usaha | Usaha Usaha
Merealisasikan i dalam
Kegiatan il Merealisasika
Usahanya Mereslisasik BKehglatan
an Kegiatan SRR
Usahanya

Ren
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Jumlah Jumlah
Pelaku Pelaku Usaha

Usaha yang yang

Mengikuti Mengikuti

Bimbingan Bimbingan

Teknis/Sosi Teknis/Sosiali

alisasi sasi
Bimbingan Implementa 20 Pelaku 20 20 Implementasi | 20 20

2|18 | 05| 2.01 | 05 Teknis kepada | si Perizinan Uil Pelaku Pelaku 100% Perizinan Pelaku Pelaku 100%

Pelaku Usaha | Berusaha Usaha Usaha Berusaha Usaha Usaha

gt_er_l;as;s Berbasis

isiko dan Risiko dan

Pengawasa Pengawasan

n Perizinan Periginan

Berusaha Berusaha

Berbasis Berbasis

Risiko Risiko

Jumlah

kegiatan "’”m.'ah

usaha dari kegletan 5

pelaku usaha dari

usaha yang pelaku usaha

telah yang telan

Dianalisa D!angllsa cfan

dan Diverifikasi

Diverifikasi Data, Profil .

Data, Profi dan'lnforrnaSI

dan Kegiatan
Pengawasan N 300 300 300 Usaha dari 300 300

218 | 05|201 |06 Pelaksanaan Kaglatan Kegiatan Kegiatan | Kegiatan | 100% Pelaku Kegiatan | Kegiatan | 100%

Modal Usgha dafi Usaha Usaha Usaha dilakukan Usaha Usaha

Pelaku Inspeksi

dilakukan ';:ﬁ:“gﬂ”?

:_"a;p:ri‘;; . Dilakukan

serta Eval_ugm

Dilakukan Penilaian

Evaluasi Kepatuhan

Penilaian Pelglgsanaan

Kepatuhan Perizinan

Pelaksanaa Berusaha

Renja DPM-PTSP 2025
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n Perizinan |

Program Prosentase Prosentase
Pengelolaan Data dan Data dan
Data dan Sistem Sistem
2| 18 06 Sistem Informasi 2,5% 2,5% Informasi 3,0% 3,0% 100%
Informasi Penanaman Penanaman
Penanaman Modal yang Modal yang
Modal Dikelola Dikelola
Pengelolaan
Data dan
Informasi upinn
Perizinan dan D_ata dan Jumta'h Data
NoiiDertsinan Sistem ) dan Sistem
2l 18 | 06 | 2.01 yang Informasi 63 N 63 N Informasi 65 65 100%
Terintegrasi Penanaman | Perizinan Perizinan Penanaman Perizinan | Perizinan
pada Tingkat Mm_ial yang Mogial yang
Dasrah :I“ermtegras Terintegrasi
Kabupaten/K t
ota
Pengolahan, jg:‘lah Data
gz::;éﬁggin Info_rmasi Jumlah Daia_
data-dan Penzmgn dan__!nformam
et ol B_erbasm Penjman"fdan
perizinan dan Sistem Non Perijinan
nonperizinan Pelayanan Berbasis
2| 18 |06 |201| 01 | berbasis Poncnan: |85 a5 Sistem 85 2% 100%
Slatain Berysaha ) Dokumen Dokumen Pelgyanan Dokumen | Dokumen
pelayanan Terintegrasi Perizinan
perizinan secara Be_rusaha
berusaha Elektronlk terintegrasi
terintegrasi ya.nqlDlolah, Secara :
SEGHIA D!ka]l dan Elektronik
elektronik IE)manfaatka

Renja DPM-PTSP 2025
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S £

e e ey
Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja di atas, disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu didukung oleh 6 program, dimana didalamnya terdiri dari
1 program pendukung dan 5 program utama yang mana target kinerjanya telah tercapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Target kinerja program yang telah tercapai,
meliputi :
. Program Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota
. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a

b

¢. Program Promosi Penanaman Modal

d. Program Pelayanan Penanaman Modal

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

f. Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal

2. Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memiliki 13 kegiatan yang terdiri

dari 7 kegiatan pendukung dan 6 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua

kegiatan tersebut telah teralisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai
dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga
realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran
yang tersedia.

. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber
dana pendukung kegiatandari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024

yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan
sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada
tabel, sebagai berikut:

m
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Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Target Renstra Perangkat Daerah

No ' Indikator i it KK .
2022 2024 2025 2026 .xzu !
1 Prosentase peningkatan realisasi - .
Investasi PMDN = 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5%
2 Prosentase peningkatan realisasi -

3 Prosentase Penyelesaian Izin tepat -
wakiu - 99.47% 99.57 99.67 99.77 99,87

4 Nilai SKM DPMPTSP -

= 83.22 83.85 84.48 85.11 85.73

5 Nilai SAKIP DPMPTSP =
- 86.80 86.81 86.82 86.83 86.84

Renja DPM-PTSP 2025
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Lanjutan Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Realisasi Capaian Proyeksi
No Indikator : Catatan Analisis
2020 2022 2024 2025 2026 2026

1 Prosentase peningkatan 30,00% 558% 89% -12% - -
realisasi Investasi PMDN

2 Prosentase peningkatan realisasi 199.979.240.975 187% -58% 460% - -
Investasi PMA

3 Prosentase Penyelesaian lzin 30,00% 99.70% 99.71% 99,71% - -
tepat wakiu

4 | Nilai SKM DPMPTSP - 88.85 88.97 89,08 - -

5 | Nilai SAKIP DPMPTSP 86.78 87.75 88.15 - - -

Renja DPM-PTSP 2025
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis
meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara
moral serta etika birokratis dapat dipertanggung jawabkan dan menjawab persoalan nyata
yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apa bila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam
hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan
kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu-isu penting Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu
Pintu Kabupaten Lamongan adalah :

1. Target peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang mencapai
3,55 5,43 % per tahun, dengan salah satu tumpuannya adalah peningkatan realisasi

investasi.

2. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten
Lamongan terutama terkait dengan pelayanan perijinan yang tepat waktu.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja ( Renja ) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Tahun 2026
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan vang
akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun ini memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya
yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang disusun
ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinera dan rencana

capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan
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antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah diusulkan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan merupakan rancangan
Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2025 dan telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Lamongan sebagaimana pada tabel dibawah ini .
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Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Tabel T-C.31

Kabupaten Lamongan

Rancangan Awal . Hasil Analisa Kebutuhan g:ﬁﬁ;
No . b Target Target
Program/Kegiatan Lokasi lndtiﬁzr Pf;nerja Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kinerja Capaian Pagu Indikatif
o) Kinerja Kinerja
1 2 4 5 & 2 4 5 6
Wajib | wajib
Penanaman Modal Penanaman Modal 5.182.361.544
Daerah 9.094.827.962 Daerah
PROGRAM
PROGRAM ;
PENUNJANG i e Nilai IKM Internal
URUSAN DPMPTSP Penanatiian 83,50% 4.351.693.062 PEMERINTAH DPMPTSP | Dinas Penanaman 83,50% 4.714.167.644
PEMERINTAH Modal & PTSP Modal & PTSP
DAERAH KABIKOTA B EAREAH
KABIKOTA
Perencanaan
Perencanaan dan Jumiah 5 dan Evaluasi Sumishs Bokasan
Evaluasi Kinerja Dokumen E— 17.000.000 Kinerja rissinehanie 5 Dokumen 17.000.00
Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
= Daerah
~SIU S e Jumlah Dokumen (F;g;grt:]s::lnan Jumlah Dokumen
E:Lerzzanaan perangkat Broricerasn 3 Dokumen 8.500.000 CerEPpATRER Buiomesr 3 Dokumen 8.500,000
perangkat daerah
APBD
Evaluasl Kinerja Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Kab.
Perangkat Daerah Evaluasi 2 Laporan SRR Perangkat Daerah Evaluasi 2\aporen G500
e i Jumiah Laporan ; Jumlah Laporan APED
Administrasl Administrasi | 7Laporan | 2964751412 | Administrasi Administrasi 7laporan | 3.226.107.694 | Keb
Keuangan K Keuangan
euangan Keuangan

Renja DPM-PTSP 2025
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. ’ bl viand Penyediaan gaji Jumlah orang yan
Paljyedraan gaji dan e Sl 2.947.751.112 | dan tunjangan menerima gagii)éar? 3.209.107.694
tunjangan ASN gajl dan ASN tunjangan ASN
tunjangan ASN
Jumlah laporan
keuangan akhir ﬁ:um;ih;ip;:ﬁnl h
Koordinasi dan tahun SKPD dan Koordinasi dan e
penyusunan laporan laparan hasil 8500.000 | Penyusunan EKPIE; da:j Ilapolran 8500.000
keuangan akhir tahun koordinasi _— laporan keuangan p:?llyusol?nalr??:;oran T
SKPD |penyusunau-l akhir tahun SKPD keuangan akhir tahun
aporan keuangan SKPD
akhir tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/ Jumlah Laporan 1
Semesteran Keuangan E
Koordinasi dan SKPD dan Koordinasi dan Bulanan/Triwulan/Se [
penyusunan laporan Laporan penyusunan mesteran SKPD dan
keuangan Koordinasi 8.500.000 | laporan keuangan Laporan Koordinasi 8.500.000
bulananftriwulan/semest Penyusunan bulananftriwulan/s Penyusunan Laporan
eran SKPD Laporan emesteran SKPD Keuangan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Se
Bulanan/Triwulan/ mesteran SKPD
Semesteran
SKPD
Administrasi J“mta!' 2 Adkrikistimni Jumlah administrasi ARED
: administrasi . Kepegawaian Kab.
Kepegawaian kepegawaian A'dmmlstra * | Perangkat kepagawgian yang - -
Perangkat Daerah yang dipernuhi si Hassth dipernuhi
Jumiah APBD
Pengadaan pakaian pemenuhan Pengadaan Jumlah pemenuhan Kab.
i hamart shAk ok pengladaaln _ | pakaian dir]as pgngadaan pakaian
kelengkapannya pakaian dinas beserta afribut dinas beserta
beserta kelengkapannya kelengkapannya
kelengkapannya
Pendidikan pelatihan duriah peger!g Pendlldkan i Jumlah peserta yang
¢ yang mengikuti pelatihan pegawai ey i
pegawai berdasarkan Pandidikan din “ | Boidasatiion mengikuti Pendidikan
tugas dan fungsi pelatihan formel tugas dan fungs dan pelatihan formal
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APBD
Jumlah Administrasi ; ;
; ) 6 Jumlah Administrasi | 6 Kab.
Administrasi Umum Administrasi Umum .
Perangkat Daerah Umum yang J:idmlnistra 106.024.000 Perangkat g[rn :m lir_sng Aldmmlstra 106.024.000
dipenuhi Daerah P '
Penyediaan komponen :;nrl);i:i:gn ':EE ’
instalasi Jumlah alat listrik ; 4 Jumlah alat listrik dan !
| listrik/penerangan dan elektronik 22 Paiet 10000000 Ilir;ﬁffzseinera ngan elektronik 2ok TRaaen
bangunan kantor _ bangunan kantor
; Jumlah peralatan Penyediaan Jumlah peralatan APBD
! Penyediaan peralatan rumah tangga 6 Paket 10.000.000 | peralatan rumah rumah tangga yang 6 Paket 10.000.000 | Kab.
rumah tangga . ; ; :
yang dipenuhi tangga dipenuhi
Jumlah paket . APBD
Penyediaan bahan bahan logistik Penyedisan Jumizh paket bafan Kab.
it 4 Paket 20.000.000 | bahan logistik logistik kantor yang 4 Paket 20.000.000
logistik kantor kantor yang karitor disgiiaican
disediakan
Penyediaan barang Jumlah barang Penyediaan Jumlah barang ﬁPE’ D
cetakan dan cetakan dan 3 Paket 20.000.000 | barang cetakan cetakan dan 3 Paket 20,000,000 | @
penggandaan penggandaan dan penggandaan penggandaan
Penyediaan APBD
Penyediaan bahan I bahan bacaan Kab.
bacaan dan peraturan P——— 8 Dokumen 8.000.000 | dan peraturan Jumlah bahan bacaan | 8 Dokumen 8.000.000
perundang-undangan perundang-
undangan
o . Jumlah laporan W Jumlah laporan APBD
Sl fasilitasi 15 Laporan 8,024,000 Eii’.’ﬁsan - fasiitasi kunjungan | 15 Laporan 8,024,000 | Kab.
kunjungan tamu ung tamu
Jumlah laporan APBD
Penyelenggaraan rapat penyelenggaraan Penyelenggaragn Jumian laporan Kab.
R e rapat koordinasi penyelenggaraan
koordinasi dan rapat koordinasi 5 Laporan 30.000.000 Ao . inesi d 5 Laporan 30.000.000
konsultasi SKPD dan konsultasi o Sonaia rapet koo. ik
SKPD konsultasi SKPD
SKPD
Pengadaan Brang ;::’?adr:i;: EZB v
Milik Daerah Jumiah Jenis | , o B Jumiah Jenis ) gl
Penunjang Urusan Pangadaan Penunjs Pengadaan
Pemerintah Daerah Aiazgen "g
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Pemerintah
Daerah

A e e

' APED
Jumlah Paket
Pengadaan Mebel Mebal yang 4 Unit - | Pengadaan Mebel Jumlah. Pak'et Mebel 0 Ko,
Disediakan yang Disediakan
Jumlah Unit . ; APBD |
" Penyediaan Jumlah Unit Peralatan
Penyediaan peralatan Peralatan dan . N Kab.
dan mesin lainnya Mesin Lainnya @ i ’ pser:::tl:?n:ag d:: MS;E dﬁ:g:ya ’ 8
yang Disadiakan " Y yang
Jumlah jenis Penyediaan Jasa APBD
Penyediaan Jasa jasa penunjang Penunjang Jumlah jenis jasa Kab.
Penunjang Urusan urusan 3 Jenis 1.132.918.000, | Urusan penunjang urusan 3 Jenis 1.032.586.000
Pemerintahan Daerah pemerintah Pemerintahan pemerintah daerah
daerah Daerah
Jumlah Laporan o APBD
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa E er:ﬁz?g:p Jasla ét;r;lah iﬁo.j::a Kab.
komunikasi, sumber Komunikasi, 4 Laporan 337.482.000 | *© h Yed ; 4 Laporan 337.482.000
daya air dan listik Sumber Daya Air sumber daya air Komunikasi, Sumber
dan Ll dan listrik Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan e APBD
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa P:;{:?;sa{inaLasa ;‘;lezj;:ﬁojzga Kab,
peralatan dan Peralatan dan 3 Laporan 13.000,000 | P y 3 Laporan 13.000.000
perlengkapan Peralatan dan
periengkapan kantor Perengkapan Kaidor Perlengkapan Kantor
[ Kantor i
Jumlah Laporan Jumlah Laporan APBD
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa Penyediaan jasa Penyediaan Jasa Kab.
elayanan umum kantor Pelayanan Umum | 3 Laporan 782.436.000 | pelayanan umum Pelayanan Umum 3 Laporan 682.104,000
PRIy Kantor yang kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Pemeliharaan APBD
Pemeliharaan Barang g:::g WA ek
Milik Daerah Jenis Barang ; Jenis Barang yang
Penunjang Urusan yang dipelihara 4 Jenis 130.998.850 E:::::f"g dipelihara A donls 332.440.9%
Pemerintahan Daerah Pemerintalian
Daerah
Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan APBD
pemeliharaan, biaya Kendaraan ; pemeliharaan, Perorangan Dinas ; Kab,
pemeliharaan dan pajak Perorangan Dinas it R biaya atau Kendaraan Ll 2845000
kendaraan perorangan atau Kendaraan pemeliharaan da Dinas Jabatan yang
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RENIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Penetapan APBD
Penetapan Kebijakan Jumkah Perafurfan Kebijakan Daerah Jumlah Peraturan Kab.
i Daerah/Provinsi . i
Daerah Mengenai 3 Mengenai Daerah/Provinsi
; dalam Pemberian :
Pemberian : el Al £ Pemberian dalam Pemberian 16
) : Fasilitas / Insentif 100.000 i . i ; 5.000.000
Fasilitas/Insentif dan Dokumen Fasilitas/insentif Fasilitas / Insentifdan | Dokumen
dan Kemudahan
Kemudahan Benanainiar dan Kemudahan Kemudahan
Penanaman Medal Penanaman Penanaman Modal
Modal Mod
al
APBD
Pembuatan Peta oy ok Fele Jumlah Data Untuk Kab.
Potensi Investasi 35% 3.500.000 1 Peta Potensi 35% 15.140.000
Kabupaten/Kota Potonel ok i Investasi
Investasi Kabupaten/Kota
DPMPTSP APBD
. Jum!ahl Peta . Penyediaan Peta Jumlah Peta Potensi Kab
RetiyRds v Foinsl investas Potensi dan Investasi dan Peluan o
Potensi dan Peluang dan Peluang 1 Dokumen 3.500.000 9 | 1 Dokumen 15,140,000
Peluang Usaha Usaha
Usaha Kabupaten/Kota Usaha KabupatienMota aburataniCols
Kabupaten/Kota i i P
Prosentase APBD
PROGRAM
Promosi Prosentase Promosi Kab.
PROGRAM PROMOSI PROMOSI
PENANAMAN MODAL Penanaman 90% 79.000.000 PENANAMAN Penanaman Modal 90% 59.000.000
Modal yang yang dilaksanakan
MODAL
dilaksanakan
Penyelenggaraa APBD
Jumlah n Promosi Kab.
Panyelep Bytan Penyelenggaran Penanaman dymish
Promosi Penanaman Promos! Modal van Penyelenggaran
Modal yang Menjadi 2 Kegiatan 79.000.000 yang Promosi Penanaman | 2 Keglatan 5§9.000.000
Penanaman Menjadi
Kewenangan Daerah Modal Kewenangan Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Bisrali Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
DPMPTSP | Jumlah Dokumen T APBD
Pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan keglatan promosi Jumlah Dokumen Kab.
promosi penanaman promosi hasil kegiatan
ot deorah penanaian 4 Dokumen 79.000.000 | penanaman promosi penanaman 4 Dokumen 59.000.000
kabupaten/kota modal modkdsarat modal kabupaten’kota
kabupaten/kota kabupaten/kota
PROGRAM Jumlah PROGRJ_!\M Jumlah Perizinan APBD
PELAYANAN Perizinan yang 3803 Izin 90.053.900 PELAYANAN yang Diterbitkan 3860 Izin 174.053.900 | Kab.
PENANAMAN MODAL Diterbitkan dalam Satu Tahun

Renja DPM-PTSP 2025
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dalam Satu PENANAMAN
Tahun MODAL

Pelayanan APBD
Perizinan dan Kab,
Pelayanan Perizinan Non Perizinan
dan Non Perizinan Jutiids secara Terpadu
secara Terpadu Satu Penyelesaian Satu Pintu Jumlah
Pintu dibidang ; - dibidang Penyelesaian Izin . -
Penanaman Modal 1zin Melalui 2614 izin 198.700.000 Pt Melalui Sistem 0SS 2653 lzin 174.053 900
Sistem 0SS dan
yang Menjadi Sistam Daerah Modal yang clan Sistem Daerah
Kewenangan Daerah Menjadi
Kabupaten/Kota Kewenangan
Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah pelaku APBD
uaaha yang Penyediaan Jumlah pelaku usaha Rab
i mendapatkan
Penyediaan Pelayanan . e Pelayanan yang mendapatkan
Perizinan Berusaha FRER Perizinan pelayanan perizinan
melalui Sistem !;‘Peennzl;nai?a melaliil E’ggﬁu 183,700,000 Berusaha melalui Berusaha melalui l?'frgzu 150.053.900
Perizinan Berusaha Slssm Perizinan. | Usaha R Sistem Perizinan Sistem Perizinan o o
RisikaTerintegrasi B:arusaha Betusaha Berusaha Berbasis
secara Elektronik Berbasis Resiko RisikoTerintegrasi Resiko Terintegras|
Terintegrasl secara Elektronik Secara Elektronik
Secara Elektronik
Tersedianya APBD
an:snualllr:asi dan Penyediaan den I;::ﬁﬁ;a;zaalsyanan “
Penyediaan dan Pengelolaan
terkelolanya terkelolanya
Pengelolaan Layanan arcdiion Layanan B
Konsultas! Perizinan A, 750 Orang 15,000,000 | Konsultasi i 750 Orang 15.000.000
o masyarakat v masyarakat terhadap
Berusaha Berbasisi Perizinan
Risiko terhadap Barisehn pelayanan terpadu
pelayanan Berbasisi Risiko perizinan dan non
terpadu perizinan perizinan
dan non perizinan
Pemantauan, Analisis DPMPTSP | Jumlah kegiatan Ptiiataiiai Jumlah kegiatan yang 0| APBD
Evaluasi, dan yang mendapat Al Euaiuasi mendapat Kab.
Pelaporan di Bidang Pemantauan, : A Pemantauan,
o e g dan Pelaporan di i .
Perizinan Berusaha Analigis, Evaluasi, Bidang Berizien Analisis, Evaluasi,
Berbasis Risiko g

Renja DPM-PTSP 2025
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Bidang Perizinan Berusaha Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Berusaha Berbasis
Berbasis Risiko Risiko Lintas Daerah
Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi
Kabupaten/Kota Keglatan Usaha dari
bagi Kegiatan Pelaku Usaha
Usaha dari
Pelaku Usaha
Prosentase PROGRAM APBD
A Y Pengendalian PENGENDALIAN 5;‘:;’:“::;;" Kab.
Perusahaan 67.03% 569.981.000 | PELAKSANAAN 67.03% 214.500.000
PELAKSANAAN yang PENANAMAN Perusahaan yang
PENANAMAN MODAL Befiiniasiag] MODAL berinvestasi ‘
Pengendalian APBD
Pengendalian Pelaksanaan Kab.
Pelaksanaan Pembinaan Pena?aman Héribinaan
Penanaman Modal Penanaman Modal yang
yang Menjai Modal PMDN 12 Bulan 569.981.000 Menjadi E;;g;:mar;’ ﬂ;dal 12 Bulan 214.500.000
Kewenangan Daerah dan PMA Kewenangan an
Kabupaten/Kota Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah ; APBD
Penyelesaian Eenyeies[aﬁn o W, S Kab.
Penyelesaian Permasalahan dermasaa = b
an Hambatan Permasalahan dan
Permasalahan dan dan H\ambatan 75 aic dihadari Hiambatar van
Hambatan yang yang Dihadapi Kegi ; yang P ; i 76 Kegiatan
dihadapi Pelaku Usaha Pelaku Usaha egiatan 85.497.000 | Pelaku Usaha Dihadapi Pelaku Uaaha 35.000.000
i Usaha dalam Usaha dalam
dalam Merealisasikan dalam A i
Kegiatan Usahanya Merealizasikan Mergal:samkan Mert_eahsamkan
Kegiatan Kegiatan Kegiatan Usahanya
Usahanya Usahanya
Jumlah Pelaku Jumlah Pelaku Usaha
Usaha yang yang Menglkuti
Mengikuti Bimbingan
Bimbingan o . Teknis/Sosialisasi
Bimbingan Teknis Teknis/Sosialisasi | 20 Pelaku 313.491.000 E;m:g;ggzlzﬂm Implementasi 20 Pelaku 85.038.200
kepada Pelaku Usaha Implementasi Usaha e Uszha Perizinan Berusaha Usaha e
Perizinan Berbasis Risiko dan
Berusaha Pengawasan
Berbasis Risiko Perizinan Berusaha
L Berbasis Risiko

M-PTSP 2025
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Perizinan E——

Berusaha
Berbasis Risiko
DPMPTSP | Jumlah kegiatan APBD
usaha dari pelaku Kab.
usaha yang telah 1
R Jumlah kegiatan
D!ana_hsa Qan usaha dari pelaku
Diverifikasi Data, usaha yang telsh
r;;zf:;daas? Dianalisa dan
Kadldban Usdha Diverifikasi Data,
g Profil dan Informasi
dari Pelaku 300 Pengawasan . .| 300
Pengawasan ; : Kegiatan Usaha dari i
Petakearaan Modsl dilakukan Kegiatan 170.993.000 | Pelaksanaan Pelaku dilakuk Kegiatan 94,461,800
el Inspeksi Usaha Modal Ineépeksi :_z p”an?a | Usaha
Bﬁra?ﬂg:rr:; sana serta Dilakukan
Eaiing Evaluasi Penilaian
2 Kepatuhan
Penilaian Pelaligarasn
Kepatuhan .
Pelakeanaan Perizinan Berusaha
Perizinan
Berusaha
PROGRAM APBD
Prosentase Data
ﬁgﬁgERf glLAAN DATA dan Sistem ;El‘:l_g%lﬁdLAAﬂ Prosentase Data dan Keb.
Informasi Sistem Informasi
&?’g:mgp Penanaman 3% 500.000 mgi“m ASI Penanaman Modal 3% 500.000
PENANAMAN MODAL gﬁ:ﬂ'ﬂf“g PENANAMAN yang Dikelola
MODAL
Pengelolaan
Data dan
Pengelolaan Data dan Informasi
P Jumlah Data dan e
Informasi Petizinan Sietenn Irformias] Perizinan dan Jumlah Data dan
dan NonPerizinan S——— 63 500.000 NonPerizinan Sistem Informasi 63 500.000
yang Terintegrasi Mokl van Perizinan 2 yang Penanaman Modal Perizinan .
pada Tingkat Daerah Tarimey ragi Terintegrasi yang Terintegrasi
Kabupaten/Kota g pada Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
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Jumlah Data dan Pengolahan, Jumlah Data dan 500.000
Informasi penyajian dan Informasi Perijinan
Pengolahan, penyajian Perijinan dan Non pemanfaatan data dan Non Perijinan
dan pemanfaatan data Perijinan Berbasis dan informasi Berbasis Sistem
dan informasi perizinan Sistem Pelayanan perizinan dan Pelayanan Perizinan
dan nonperizinan Perizinan 65 500,000 nonperizinan Berusaha terintegrasi | 65
berbasis sistem Berusaha Dokumen ' berbasis sistem Secara Elektronik Dokumen
pelayanan perizinan terintegrasi pelayanan
berusaha terintegrasi Secara Elektronik perizinan
secara elekfronik berusaha
terintegrasi
secara elektronik
TOTAL DANA ANGGARAN 5.094.827.962 5.138.366.594

Renja DPM-PTSP 2025
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2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian
terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan
informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat
Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman
Modal dan Perijinan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua
program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam hal ini
mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang
nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Dagrah terkait.



RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Lamongan

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator/Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6
NIHIL

Renja DPM-PTSP 2025
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BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan fujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan terhadap

Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025
sesuai pada agenda pembangunan nasional nomor 1 (Satu),“Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas”. Sasaran yang hendak dicapai
untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas

bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing

perekonomian

Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan
Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-
2026, adalah:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan
yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya
sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh
stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan
Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

-

Renja DPM-PTSP 2025
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Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Kejayaan Lamongan adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai
kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam
pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa
Timur.

2. Berkeadilan adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang
semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi
masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah.
Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina
masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memeriukan perhatian lebih

dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021- 2026

tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi

potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif

terhadap perubahan zaman

Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang

berwawasan lingkungan

Misi4 : Mewujudkan  kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius

berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman

Renja DPM-PTSP 2025
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e

dan tentram

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta
memberikan  pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya

optimalisasi reformasi birokrasi.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke
dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (Satu) dan Misi 5 (Lima) dari

RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan
sasaran farget kinerja Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2021 — 2026, yaitu :

Tujuan

1. Meningkatkan Efektifitas Investasi ( Misi 1)
Indikator :Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi

2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Inovatif ( Misi 5 )
Indikator :Nilai IKM/SKM

Sasaran
1. Meningkatnya Investasi Daerah baik PMDN maupun PMA ( Misi 1)
Indikator :

» Prosentase Peningkatan Realisasi Investasu PMDN
» Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA
» Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu

Renja DPM-PTSP 2025
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2. Meningkatnya Pelayanan Perijinan ( Misi 5)

Indikator :

> Nilai SKM
» Nilai SAKIP DPMPTSP

Target tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tujuan Dan Sasaran

RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Lamongan

SASARAN KONDISI
TUJUAN | 2026 AKHIR
URAIAN INDIKATOR KINERJA
1 2 3 11 12
Meningkatk Prosentase peningkatan Realisasi
an Investasi
Efektifitas 6% A%
Investasi
Meningkat | Prosentase Peningkatan Realisasi
nyarealisa | Investasi PMDN
| si
Investasi
Daerah 3.5% 3.5%
Baik
PMDN
maupun
PMA
Prosentase Peningkatan Realisasi .
Investasi PMA 3.5% 3.5%
Prosentase penyelesaian ijin tepat ~
wakiu 99.87 99.87
Meningkatk Nilai IKM 85.73 85.73
an
Pelayanan
Publik yang
Inovatif
Meningkat | Nilai SAKIP DPMPTSP
nya
Pelayanan 86.84 86.84
Perizinan

Renja DPM-PTSP 2025
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3.3 Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2026 adalah sebagai
berikut :
3.4 Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Tahun 2026 adalah terdiri dari 6 program
penunjang urusan pemerintahan daerah dengan 13 Kegiatan dan 32 sub kegiatan
dengan jumlah anggaran sebesar Rp 7.613.018.234,- (Tujuh Millyar Enam Ratus Satu
Puluh Tiga Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) adapun
rincian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
l.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan

kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Sub kegiatan :

e Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tribulan/
Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
e Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

e - ]
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e Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4.  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub kegiatan :
e Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
e Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
e Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
¢ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e [asilitasi Kunjungan Tamu
» Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
e Pengadaan Mebel
e Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6.  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Daerah
Sub Kegiatan :
¢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
e Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
= Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan :
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
e Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
o Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Il. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal
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1. Kegiatan penetapan pemberian fasilitas/inisiatif di bidang penenaman
modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota
Sub kegiatan :
e Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota
Sub kegiatan :

e Penyediaan Peta Potensi Dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
lIl.  Program Promosi Penanaman Modal
1. Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan
e Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal  derah
kabupaten/kota
IV.  Program Pelayanan Penanaman Modal
1. Kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan secara terpadu satu pintu di
bidang penanaman modal
Sub kegiatan
e Penyediaan Pelayanan Perijinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan
Berusaha Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
e Penyediaan dan Pengelolaan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko
e Pemantauan Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
V.  Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1. Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota
Sub kegiatan :
e Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku
Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

¢ Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

L e _____}
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e Pengawasan Pelaksanaan Modal
VI.  Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1. Kegiatan penggelolaan data dan informasi perizinan yang terinterasi
sub kegiatan
¢ Pengolahan,penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan
dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan
RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan
daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal,
maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 yaitu,
“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan” ditempuh melalui lima
misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi Ke 1 (satu) yaitu “Mewujudkan
kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah”, dan Misi ke 5
(lima) yaitu “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan
Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”.

Selaku Perangkat Daerah penunjang bidang Penanaman Modal, Dinas
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam
mendukung Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2026.
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Tabel. T-C.33
RUMUSAN RENCANA AHIR PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

| Nama Dinas : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lembar ... Dari .
Prakiraan Maju Rencana
Rencana T 2025
Urusan/Bidang Indikator € ahun Catat Tahun 2026
Pemerintahan Kinerja Kebutuhan an
Kode Daerah dan Program/Kegia ——" CTarg_et Dana/Pagu | Sumber | Penti CTargiet I;(ehbua?:’han
Pro mmMe iatan tan okasi apalan ik t'f n apa an ann agu
" . Kinerja el Dana v Kinerja Indikatif
6
(1) (2) (3) (4) (5) (® m | ® (9) (10)
2 |18 PENANAMAN MODAL
5.182.361.544 5.637.957.039
PROGRAM PENUNJANG Nilai IKM Internal
2 118 | 01 URUSAN PEMERINTAH Dinas Penanaman 83,50% 4.714.167.644 DAU 83,80% 4.797.320.824
DAERAH KAB/KOTA Modal & PTSP
Perencanaan dan
2 |18 01| 2.01 Evaluasi Kinetja i e 5 Dokumen 1500 DAU 5 Dokumen BRnn
Perangkat Daerah
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Penyusunan dokumen
2 |18 | 01| 2.01 | 01 | perencanaan perangkat éigﬁzaaz]:;men 3 Dokumen 8.500.000 DAU 3 Dokumen 8.627.500
daerah
2 |18 | 01| 2.01 | o7 | EvaluasiKinerja Perangkat | Jumiah Dokumen 2 Laporan 8500000 DAU 2 Laporan 8.627.500
Daerah Evaluasi
Jumlah Laporan
2 18 01 | 201 Administrasi Keuangan Administrasi 7 Laporan 3.226.107.694 DAU 7 Laporan 3.226.362.694
Keuangan
: n Jumlah orang yang
2 | 18| 01| 202 | o1 | Penvediaan gajidan menerima gajl dan 27 Orang 3200107694 | DAU 27 Orang 3200107694
tunjangan ASN tunjangan ASN
Jumlah laporan
keuangan akhir
Koordinasi dan penyusunan ll:hs:a:?:s?ﬂ oo
2 |18 | 01 | 2.02 | 05 | |aporan keuangan akhir koF:J celbeag] 1 Laporan 8.500.000 DAU 1 Laporan 8.627.500
tahun SKPD
penyusunan laporan
keuangan akhir
J tahun SKPD i

RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
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Jumlah Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/S
Koordinasi dan penyusunan | emesteran SKPD
laporan keuangan dan Laporan
2 11801 | 202 | 07 i ienarnbvniansmesisia || iasanal 14 Laporan 8.500.000 DAU 14 Laporan 8.627.500
n SKPD Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/S
emesteran SKPD
Admiilstzesl ::m::?strasi
2 |18 |01 | 2.05 Kepegawaian Perangkat k i 2 Administrasi DAU 2 Administrasi 29.130.500
Daerah epegawaian yang
dipernuhi
Pengadaan pakaian dinas J:TZZE::“"QS;:
2 |18 |01 | 2.05 | 02 | beserta atribut Py 1 Paket : DAU 1 Paket 20.300.000
kelengkapannya kelongkapanhya
Pendidikan pelatihan J::"’ar: g: ﬁ:ﬁﬁ
2 [ 18| 01| 2.05 | 09 | pegawal berdasarkan tugas ‘;,en%i. ¢ ikaﬁ o 20 Orang . DAU 20 Orang 8,830,500
danfungs pelatihan formal
Jumlah
Administrasi Umum Administrasi .
2 (18 |01 | 2.05 Perangkat Dasrah Tim—— 6 Administrasi 106.024.000 DAU 6 Administrasi 107.715.860
dipenuhi
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Penyediaan komponen o
2 | 18| 01| 2.06 | 01 | instalasilistri/penerangan ;“m'&‘lhs’a“.'ks‘“k 22 Paket 10,000,000 DAU 22 Pakst 10,150,000
bangunan kantor e
’ Jumlah peralatan
2 |18 |01 | 206 | 03 m‘;’ﬁ‘g&a” ';Bfa'a‘a" rumah tangga yang 6 Paket 10.000,000 DAU 6 Paket 10.150,000
e dipenuhi B
" ~ Jumlah paket bahan
2 |18 |01 | 206 | 04 | porvedeanbahaniogistk | jooigicicanioryang 4 Paket 20000000 DAU 4 Paket 20.300.000
- disediakan
5 Jumlah barang .
2 (18|01 206 |05 E::ye‘ﬂaaznb;ar:;‘g cotakan | cotakan dan 3 Paket 20.000.000 DAU 3 Paket 20,300,000
pengg penggandaan
Penyediaan bahan bacaan Jiilah biahan
2 118 | 01| 2.06 | 06 | dan peraturan perundang- B 8 Dokumen 8.000.000 DAU 8 Dokumen 8.120.000
undangan
Jumlah laporan
2 |18 | 01| 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | fasilitasi kunjungan 15 Laporan 8.024.000 DAU 15 Laporan 8.245.860
tamu
Penyelenggaraan rapat J:r:lg:;;apo;:an
2 |18 01| 2.06 | 09 | koordinasi dan konsultasi fapglkm?gmsi e 5 Laporan 30,000,000 DAU 5 Laporan 30.460,000
A0 konsultasi SKPD
Pengadaan Brang Milik .
2 (18 | 01| 2.07 Daerah Penunjang Urusan .;:ml;l;:::ls 2 Jenis - DAU 2 Jenis
Pemerintah Daerah ng




m
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Jumlah Paket Mebel . 4
2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel yafi Dissdiakan 4 Unit - DAU 4 Unit -
Jumlah Unit
Penyediaan peralatan dan Peralatan dan . . :
2 |18 |01 | 207 |06 missin [aivinya Mesin Lainnya yang 5 Unit DAU 5 Unit -
Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah jenis jasa
2 |18 | 01| 2.07 Penunjang Urusan penunjang urusan 3 Jenis 1.032.586.000 DAU 3 Jenis 1.149.911.770
Pemerintahan Daerah pemerintah daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan jasa Penyediaan Jasa
2 |18 |01 | 2.08 | 02 | komunikasi, sumber daya Komunikasi, 4 Laporan 337.482.000 DAU 4 Laporan 342.544.230
air dan listrik Sumber Daya Alr
dan Listrik
Jumlah Laporan
- Penyediaan Jasa
2 |18 | 01| 2,08 | 03 | Porvediaan jesaperalatan | o o 3 Laporan 13,000,000 DAU 3 Laporan 13.195.000
dan perengkapan kantor
Perlengkapan
Kantor
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Penyediaan jasa pelayanan Penyedien Jrea
2 |18 |01 | 2.08 | 04 Pelayanan Umum 3 Laporan 682.104,000 DAU 3 Laporan 794.172.540
umum kantor
Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Jenis Barang
2 |18 | 01| 2.08 Vs Paatarintabai yang dipsiii 4 Jenis 332.449.950 DAU 4 Jenis 320.520.000
Daerah
Jumlah Kendaraan
Penygdiaan jasg Perorangan Dinas
pernei!haraan, biaya ; atau Kendaraan
2 | 18|01 209 |01 ﬁ:&i;ﬁfgzx&gﬁaﬁk Dinas Jabatan yang 1 Unit 28,450,000 DAU 15 Unit 42,630,000
dinas atau kendaraan dinas D]pelrhara g
: Dibayarkan
jabatan :
Pajaknya
Penyediaan jasa Jumlah Kendaraan
pemeliharaan, biaya Dinas Operasional
2 [ 18|01 | 2.09 | 02 | pemeliharaan, pajak, dan yang dipelihara dan 3 Unit 15.000.000 DAU 3 Unit 20,300,000
perizinan kendaraan dinas | dibayarkan Pajak
operasional atau lapangan | dan Perizinannya
Jumlah peralatan
dan mesin lainnya
Pemeliharaan Peralatan yang dipelihara i i
2 118 |01 | 2.09 | 06 din Mssir Lainfiya 33 Unit 245,000,000 DAU 33 Unit 150.000.000
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PemelineraaniRehebiltasi | Yo" o9
2 | 18| 01| 2.09 | 09 | gedung kantor dan ﬁj Bg“har il 2 Unit 43.999.950 DAU 2 Unit 107,590,000
bangunan lainnya as;.)i
PROGRAM Prosentase
2 |18 | 02 PENGEMBANGAN IKLIM Peningkatan Minat 65,7% 20.140.000 DAU 66.2% 100.000.000
PENANAMAN MODAL Investasi
Penetapan Pemberian
Fasilitas/insentif Dibidang | Jumlah Fasilitas /
| Penanaman Modal yang Insentif
2 (18|02 | 2.01 Menjadi Kewenangan — 35% 5.000.000 DAU 35% 50.000.000
Daerah Kabupaten atau yang diberikan
Kota
Comgmcan | b o
Daatah M i i dalam Pemberian
2 |18 | 02| 2.01 | 01 | Pemberian Fasilitas/insentif Fasilitas / Insentif 15 Dokumen 5.000.000 DAU 15 Dokumen 50.000.000
dan Kemudahan dan Kemudahan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Jumlah Data Untuk
2 |18 02| 202 Fembustan Peta Potersl | b gl 35% 15.140.000 DAU 35% 50.000.000
Investasi Kabupaten/Kota nvestasl
Penyediaan Peta Potensi é‘;ﬂﬁg E]a::stasi
2 [ 18 | 02 | 2.02 | 04 | danPeluang Usaha 1 Dokumen 15.140,000 DAU 1 Dokumen 50.000.000
K dan Peluang Usaha
abupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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Prosentase
PROGRAM PROMOSI Promosi
2 |18 | 03 PENANAMAN MODAL Penansmiih Modsl 90% 59.000.000 DAU 100% 70.000.000
yang dilaksanakan
Penyelenggaraan Jumlah
Promosi Penanaman Penyelenggaran
2 11803 | 201 Modal yang Menjadi Promosi 2 Kegiatan 58.000.000 DAU 2 Kegiatan 70.000.000
Kewenangan Daerah Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
Pelaksanaan kegiatan hasil kegiatan
2 |18 |03 | 201 | 02 | promosipenanaman modal | promosi 4 Dokumen 59.000.000 DAU 4 Dokumen 70.000.000
daerah kabupaten/kota penanaman modal
kabupaten/kota
Jumlah Perizinan
2 |18 | 04 PR OrONAN | vang Diterbitkan 3860 lzin 174.053.000 DAU 3918 lzin 201.680.500
dalam Satu Tahun
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara Jumlah
Terpadu Satu Pintu Penyelesaian lzin
2 118 |04 | 2.01 dibidang Penanaman Melalui Sistem 2653 izin 174.053.900 DAU 2693 izin 201.680.500
Modal yang Menjadi 0SS dan Sistem
Kewenangan Daerah Daerah
Kabupaten/Kota
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Jumlah pelaku
usaha yang
Penyediaan Pelayanan mendapatkan
Perizinan Berusaha melalui | pelayanan perizinan
2 [ 18|04 | 2.01 | 06 | Sistem Perizinan Berusaha | Berusaha melalui 9000 Rtk 159.053.9000 DAU S000Pelaku | a0 455 5000
o . : : 4 Usaha Usaha
RiskoTerintegrasi secara Sistem Perizinan
Elektronik Berusaha Berbasis
Resiko Terintegrasi
Secara Elektronik
Tersedianya
layanan konsultasi
Penyediaan dan dan terkelolanya
Pengelolaan Layanan pengaduan
2 |18 |04 | 2.01 | O7 Konsithisl Perdsbian masyarakat 750 Orang 15.000.000 DAU 750 Orang 156,225.000
Berusaha Berbasis| Risiko terhadap pelayanan
terpadu perizinan
dan non perizinan
PROGRAM Prosentase
PENGENDALIAN Pengendalian
2 (18| 05 PELAKSANAAN Perusahaan yang 67.03% 214.500.000 DAU 67.53% 578.530.715
PENANAMAN MODAL berinvestasi
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2 /18 | 05

2.01

Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

RENIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman | Pembinaan

Penanaman Modal
PMDN dan PMA

12 Bulan

214.500.000

DAU

12 Bulan

§78.530.715

2.01

Penyelesaian
Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi
Pelaku Usaha dalam
Merealisasikan Kegiatan
Usahanya

Jumlah
Penyelesaian
Permasalahan dan
Hiambatan yang
Dihadapi Pelaku
Usaha dalam
Merealisasikan
Kegiatan Usahanya

76 Kegiatan
Usaha

35.000.000

DAU

75 Kegiatan
Usaha

86.779.455

2.01

05

Bimbingan Teknis kepada
Pelaku Usaha

Jumlah Pelaku
Usaha yang
Mengikuti
Bimbingan
Teknis/Sosialisasi
Implementasi
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan
Pengawasan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

20 Pelaku
Usaha

85.038.200

DAU

20 Pelaku
Usaha

318.193.365

2.01

06

Pengawasan Pelaksanaan
Modeal

Jumlah kegiatan
usaha dari pelaku
usaha yang telah
Dianalisa dan
Diverffikasi Data,
Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari
Pelaku dilakukan
Inspeksi Lapangan;
serta Dilakukan
Evaluasi Penilaian
Kepatuhan
Pelaksanaan
Perizinan Berusaha

300 Kegiatan
Usaha

94.461.800

DAU

300 Kegiatan
Usaha

173.557.895
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| PROGRAM i
2 | 18| 08 ey ke | il 3% 500.000 DAU 3.5% 30.000.000
Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL ¥
yang Dikelola
Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan ‘sl;‘;z:'&it:;’:;
2 |18 | 06 | 2.01 NonPerizinan yang Pen Modal 63 Perizinan 500,000 DAU 63 Perizinan 30.000.000
Terintegrasi pada Tingkat R S
Daerah Kabupaten/Kota yang Teintagrasi
Jumlah Data dan
Pengolahan, penyajian dan | Informasi Perijinan
pemanfaatan data dan dan Non Perijinan
informasi perizinan dan Berbasis Sislem
2 |18 | 06 | 2.01 | 01 | nonperizinan berbagis Pelayanan 65 Dokumen 500.000 DAU 65 Dokumen 30.000.000
sistem pelayanan perizinan | Perizinan Berusaha
berusaha terintegrasi terintegrasi Secara
secara elektronik Elektronik
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BABYV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagali
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan
masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada
masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan
tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Perubahan Dinas Kabupaten Lamongan adalah Program
Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, RENJA
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam
satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Lamongan. RENJA juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan sehingga
akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten
Lamongan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebin
operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
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m

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi

daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan secara bersama-
sama mempunyai tanggung jawab untuk
a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas

dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan
berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara ( PPAS ) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TRRPADU SATU

Renja DPM-PTSP 2025
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